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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR 6/HK.03.1 /6372 I 2O2t

TENTANG

SATUAN TUGAS (SATGAS) UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

v

Menimbang a.

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian

Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Banjarbaru, perlu dilakukan

peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara

Negara dan pengendalian terhadap gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Kota Banjarbaru tentang Satuan Petugas (Satgas)

Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 38221;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2OOl (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 137, Tastbahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor a25O);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O1l tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 10 L ,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 52a61;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa5Ol;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor L27, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);

11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2072 tentang

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2Ol2-2O25 dan

Jangka Menengah Tahun 2O|2-2OL4 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l22l;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2072

tentang Pedoman Pembangunan Tnna Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 1153);
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Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

945/PW.Ol/ll/2O21 tanggal 13 Oktober 2O2l peihal
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

BANJARBARU TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU.

Memperhatikan

Menetapkan

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol5 tentang Pengendalian Gratilikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 1695);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilhan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 3201,

ssfagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

16. Peraturan Komisi Pemithan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Keq'a Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
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KESATU Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas (Satgas)

Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Satuan Tugas sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM

KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan

Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi

dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi

di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan

Gratifikasi;

e. men5rimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasi

kan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan

penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan

barang yang mudah rusak atau busuk;
g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari

Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPc KPU

dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap

kali menerima pelaporan penerimaan Gratifrkasi;

h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran

Gratifikasi dari Jqjaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di

Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU

dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang

perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan

Grati{ikasi dan/atau penyetoran Gratilikasi di
Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEDUA
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 25 Ol*ober 2O2L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARUr
WAHYU HIDAYAT

FARAP KOORDINASI

dirMacyankatParfiripasiPemilih,

Divisi Petercanrarl dan Data lnfotoari

Drvisi Hukum d8n Panga*alan

Sekrrtans

Z7AEf
lDuE'

Divbi Tcknir Pcaycbo8B.l8a'n

Pcadidika!Sosialilssi,Divisi
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU NOMOR 6

/HK.O3. | /6372 /2O2t
TENTANG
SATUAN TUGAS (SATGAS) UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARBARU

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARU

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal 25 Oktober 2O2L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBAR T

\,,

1

NO NAMA JABATAN
KEDINASAN

KEDUDUKAN
DALAM SATGAS

1 H. Romzi Fahmi, M.Pd.I Anggota KPU Pengarah

2 Khairunnisa, S.Sos, MM Sekretaris KPU Ketua

3 Wahyudiansyah, SE Kasubbag Hukum Sekretaris

4 Jubaidi, S.IP Kasubbag Umum Anggota

5 Nelly Arisanti, SP Kasubbag Proda Anggota

6 Rizati Anwar Rachman, SH Kasubbag Tekhnis Anggota

NARAP KOORDINASI

Divisi Tclnir hayalcngfrun

Divisi SosialisEri, Pcadldikan
Pemilih, Maryaralatdan SDM

Divisi Percncanam d8n Data Informasi

Drvisi Hulnrm dan Pengawasan

Sekl ctans
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